
Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Membership
 
Peran balai harta peninggalan dalam pengurusan harta kekayaan milik
orang yang dinyatakan tidak hadir (afwezigheid) = The role of inherited
property board in managing assets of absent person (afwezigheid)
Kamilia Nesvita, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20501644&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Penulisan skripsi ini membahas mengenai ketentuan terkait kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam

melakukan pengurusan terhadap kepentingan dan harta kekayaan milik orang yang dinyatakan tidak hadir

(<em>afwezig</em>) melalui penetapan pengadilan, sebagaimana hal tersebut diatur ketentuannya dalam

Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia beserta peraturan perundang-undangan lainnya

yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan

pendekatan analisis kualitatif, sehingga Penulis menggunakan data primer dan data sekunder yang bersifat

hukum sebagai sumber data penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukannya untuk segera melakukan pembaharuan terhadap

pengaturan terkait keadaan tidak hadir (<em>afwezigheid</em>) serta kewenangan Balai Harta Peninggalan

dalam melakukan pengurusan terhadap kepentingan dan harta kekayaan milik orang yang dinyatakan tidak

hadir sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, dan dibutuhkan

pula kecermatan serta ketelitian pengadilan dalam menetapkan ketidakhadiran seseorang.

<hr /><i>This thesis examines the provisions related to the authority of the Inherited Property Board in

conducting the management of the interests and assets of absentee (<em>afwezig</em>) based on the court

decision, as it is regulated in Article 463 of Indonesian Civil Code and other related regulations. This

research uses normative juridical methods descriptively by a qualitative analysis approach, so that the

Author uses both primary and secondary data which are legal as its data source.

The results of this research indicate that it is necessary to immediately have a renewal of the regulations

related to the state of absence (<em>afwezigheid</em>) and the authority of the Inherited Property Board in

managing the interests and assets of absentee as it is regulated in Indonesian Civil Code, and also requires

punctilio and thoroughness of the court in determining someones absence.</i>
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